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ABSTRACT 
 
This research was intended to analyze the effect of sunset policy, tax amnesty, and good governance on 
taxpayer compliance in Majalaya primary tax office. The population in this study are all registered 
taxpayer (corporate and individual taxpayer) in Majalaya primary tax office. The number of samples in 
this study amounted to 110 respondents. Sampling was done using probability sampling methods. 
Method of data analysis used in this research was by using validity test, reliability test, classic 
assumption test, multiple regression analysis, the coefficient of correlation, the coefficient of 
determination (R2 test), F-test, and t-test. Based on researches results, it can be concluded that 
simultaneously sunset policy, tax amnesty and good governance have an effect on taxpayer compliance. 
While partially, sunset policy and tax amnesty hasn’t effect on taxpayer compliance, different from good 
governance which have positive and significant impact to taxpayer compliance.  
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ABSTRAK 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh sunset policy, tax amnesty, dan good governance 
terhadap kepatuhan wajib pajak pada KPP Pratama Majalaya. Populasi dalam penelitian ini adalah 
seluruh Wajib Pajak (badan dan perorangan) yang terdaftar di KPP Pratama Majalaya. Jumlah sampel 
dalam penelitian ini berjumlah 110 responden. Pengambilan sampel penelitian menggunakan 
metode probability sampling. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini 
menggunakan uji validitas, uji reliabilitas, uji asumsi klasik, analisis regresi berganda, koefisien 
korelasi, koefisien determinasi (R2), uji F dan uji t. Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan 
secara simultan, variabel sunset policy, tax amnesty dan good governance berpengaruh terhadap 
kepatuhan wajib pajak. Sedangkan secara parsial, sunset policy dan tax amnesty tidak berpengaruh 
terhadap kepatuhan wajib pajak berbeda dengan variabel good governance yang berpengaruh secara 
positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.  
 
Kata Kunci : sunset policy, tax amnesty, good governance, dan kepatuhan wajib pajak. 
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PENDAHULUAN 
 
Tren perlambatan pertumbuhan ekonomi 
nasional Indonesia dalam beberapa tahun 
terakhir terlihat pada kuartal pertama di tahun 
2016 yang hanya mencapai angka 4,92% 
dimana angka ini berada di bawah target dari 
Bank Indonesia sebesar 5%. Fenomena 
perlambatan ini berdampak terhadap tidak 
tercapainya target penerimaan negara salah 
satunya dari sektor pajak yang tergambar oleh 
rendahnya tax ratio terhadap PDB Indonesia 
pada tahun 2010-2015 yang berada di bawah 
tax ratio negara lain di dunia. 
Menurut wakil menteri keuangan RI, 
Prof. Mardiasmo, rendahnya tax ratio Indonesia 
antara lain dipicu oleh rendahnya tingkat 
kepatuhan wajib pajak dan terbatasnya 
kapasitas administrasi perpajakan.  
Rendahnya tingkat kepatuhan pajak di 
negara Indonesia tercermin dalam data tingkat 
kepatuhan WP pada tahun 2011-2015 dalam 
Tabel 1 berikut: 
Tabel 1: Data Tingkat Kepatuhan WP di Indonesia (2010-2015) 
Thn 
Tk. 
Kepatuhan (%) 
WP Tidak 
Menyampaikan SPT 
WP Wajib 
Menyampaikan SPT 
Total WP yang 
Terdaftar 
2015 
2014 
2013 
2012 
2011 
60,42 
59,12 
56,21 
52,31 
46,23 
10.972.529 
10.852.304 
9.966.834 
9.237.948 
8.180.963 
18.159.840 
18.357.833 
17.371.736 
17.659.278 
17.694.317 
30.044.103 
27.379.256 
24.347.763 
22.030.583 
18.640.757 
Sumber: Ditjen Pajak, data diolah (2017) 
Fenomena rendahnya kepatuhan pajak 
pun terjadi di Kabupaten Bandung, salah 
satunya di KPP Pratama Majalaya. Hal ini 
ditunjukkan dengan data dalam Tabel 2 
berikut. 
Tabel 2:  Data Tingkat Kepatuhan WP pada KPP PRATAMA MAJALAYA 2013-2015 
Tahun 
Jumlah Wajib Pajak Terdaftar 
Wajib SPT 
Jumlah WP yang 
Menyampaikan SPT 
Kepatuhan (%) 
2013 
2014 
2015 
118.689 
119.213 
122.912 
37.859 
39.116 
32.637 
31,90% 
32,81% 
26,55% 
Sumber: KPP Pratama Majalaya, data diolah (2017) 
Dalam upaya meningkatkan kepatuhan 
wajib pajak, terdapat dua pendekatan yang 
dilakukan pemerintah, yakni soft approach dan 
hard approach. Hard approach 
diimplementasikan melalui pemberian sanksi 
atau hukuman atas pelanggaran pajak 
sebagaimana diatur dalam Undang-Undang 
Nomor 28 tahun 2007 tentang Ketentuan 
Umum dan Tata Cara Perpajakan. Sedangkan 
soft approach dilakukan dengan memberikan 
keringanan atas pelanggaran pajak yang 
diimplementasikan melalui beberapa 
kebijakan, diantaranya: Sunset Policy dan Tax 
Amnesty.  
Sunset Policy diberlakukan pada tanggal 
1 Mei 2015 berdasarkan Peraturan Menteri 
Keuangan Nomor: 91/PMK.03/2015 
sedangkan Tax Amnesty diterbitkan pada 
tanggal 1 Juli 2016 berdasarkan Undang-
Undang Nomor 11 tahun 2016 tentang 
Pengampunan Pajak. 
Selain dipicu oleh kebijakan-kebijakan 
pemerintah, kepatuhan WP harus tumbuh dari 
dalam diri WP itu sendiri yang salah satunya 
dipengaruhi oleh faktor tingkat kepercayaan 
WP akan tata kelola pemerintahan. 
Kepercayaan pembayar pajak (taxpayer) 
kepada pemerintah akan meningkatkan 
kepatuhan serta kesadaran WP untuk terlibat 
di bidang perpajakan (Damayanti, Sutrisno, 
Subekti, & Baridwan, 2015). Oleh sebab itu, 
dapat disimpulkan bahwa tata kelola 
pemerintahan yang baik (good governance) 
akan menumbuhkan kesadaran WP di bidang 
perpajakan. 
 
METODE PENELITIAN  
Objek dalam penelitian ini adalah WP 
Badan maupun Perorangan yang terdaftar di 
KPP Pratama Majalaya. KPP ini berlokasi di 
Jalan Peta No. 7, Bandung. Metode kuantitatif 
dengan rumusan masalah asosiatif dengan 
hubungan kausal merupakan desain penelitian 
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yang diterapkan dalam penelitian ini. Data 
primer yang digunakan untuk pengujian 
diperoleh melalui instrumen penelitian berupa 
kuesioner yang disebarkan kepada responden 
dan diolah serta diuji dengan menggunakan 
software Statistical Product and Service 
Solution (SPSS) 20.0 for windows. 
 
Variabel Penelitian 
Sugiyono (2016:39), Variabel 
independen, variabel ini sering disebut sebagai 
stimulus, predictor, antecedent, yaitu sunset 
policy, tax amnesty, dan good governance. 
1. Variabel X1 yaitu sunset policy. Pengukuran 
dilakukan melalui 4 butir pertanyaan yang 
merupakan pengembangan dari Peraturan 
Menteri Keuangan 
Nomor:91/PMK.03/2015. 
2. Variabel X2  yaitu tax amnesty. Pengukuran 
dilakukan menggunakan 5 item pertanyaan 
(bersumber dari UU RI Nomor 11 Tahun 
2016). 
3. Variabel X3 yaitu good governance. 
Pengukuran dilakukan menggunakan 12 
pertanyaan yang diadopsi dari penelitian 
Gunadi (2013). 
Sugiyono (2016:39), Variabel dependen 
sering disebut sebagai variabel output, 
kriteria, konsekuen, yaitu kepatuhan wajib 
pajak. Pengukuran menggunakan 10 butir 
pertanyaan yang diadopsi dari penelitian 
Permatasari (2016). 
 
Populasi, Sampel dan Teknik Pengambilan 
Sampel 
Populasi dalam penelitian ini adalah WP 
terdaftar di KPP Pratama Majalaya tahun 2016 
yang berjumlah sebanyak 122.912 orang.  
Dengan menggunakan teknik probability 
sampling melalui rumus slovin diperoleh 
jumlah sampel sebanyak 99,92 yang 
dibulatkan menjadi 100 responden. 
Berikut ini adalah formula rumus slovin. 
n =
𝑁
1 + 𝑁𝑒2
 
Keterangan: 
n =  ukuran sampel 
N =  ukuran populasi 
e = presentase kelonggaran ketidakpastian 
dengan tingkat kesalahan 10% 
 
HASIL DAN PEMBAHASAN 
Deskripsi Karakteristik Responden 
Data demografi responden yang diperoleh dari 
kuesioner penelitian seperti tabel dibawah ini : 
Tabel 3. Data Demografis Responden 
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Pengujian Instrumen  
Uji Validitas 
Pengujian ini dilakukan dengan menguji 
korelasi antara skor setiap item dengan skor 
total masing-masing variabel melalui 
perbandingan antara nilai pearson correlation 
dengan r tabel. Adapun nilai r tabel untuk 
jumlah responden 110 dan α=0.05 adalah 
sebesar 0,1874. Apabila rhitung > rtabel maka 
kuesioner dikatakan valid dan sebaliknya. 
Hasil pengujian validitas menunjukkan seluruh 
item pertanyaan memiliki validitas di atas 
0.1874 dengan traf signifikansi seluruh item 
pertanyaan mencapai 0.000 sehingga 
seluruhnya dapat dinyatakan lolos uji validitas 
atau valid. 
 
Uji Reliabilitas 
Uji reliabilitas dilakukan untuk melihat 
apakah instrumen (kuesioner) yang digunakan 
dapat dihandalkan dan tetap konsisten jika 
dilakukan pengulangan pada pengukuran. 
Pengujian ini dilakukan dengan 
membandingkan nilai Cronbach’s Alpha 
terhadap judgement para ahli. 
Hasil pengujian reliabilitas dari setiap 
pertayaan pada variabel sunset policy sebesar 
0,780,   tax amnesty sebesar 0,781, good 
governance sebesar 0,923 dan kepatuhan wp 
sebesar 0,886. Sehingga dapat ditarik 
kesimpulan bahwa instrumen berbentuk 
kuesioner yang digunakan reliabel dan 
memiliki kehandalan serta kekonsistenan 
apabila dilakukan pengukuran ulang, dimana 
dua variabel berpredikat dapat diterima 
(acceptable), satu variabel berpredikat 
sempurna (excellent), dan satu variabel lainnya 
bersifat baik (Good). 
 
Uji Asumsi Klasik 
Uji Normalitas 
Uji ini digunakan untuk mengetahui 
normal atau tidaknya distribusi nilai residual 
dalam model regresi. Adapun metode dalam 
pengujian ini, yaitu metode statistika One 
Sample Kolmogorov Smirnov.  
Hasil uji normalitas tersaji dalam Tabel 4 
di bawah ini: 
Tabel 4: Hasil Uji Normalitas 
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  Unstandardized Residual 
N 110 
Normal Parametersa,b Mean ,0000000 
Std. Deviation 2,68830825 
Most Extreme Differences Absolute ,118 
Positive ,098 
Negative -,118 
Kolmogorov-Smirnov Z 1,237 
Asymp. Sig. (2-tailed) ,094 
a. Test distribution is Normal. 
b. Calculated from data. 
Sumber: Data Primer Diolah 2017 
Berdasarkan tabel 4 terlihat bahwa nilai 
sigfinikansi (asymp.sig.) untuk uji 2 arah 
adalah sebesar 0,094 atau 0,094 > 0,05. 
Berdasarkan data di atas, dapat disimpulkan 
bahwa distribusi data normal terjadi dalam 
model regresi penelitian ini. 
Uji Multikolinearitas 
Uji multikolinearitas bertujuan untuk 
mendeteksi apakah terdapat penyimpangan 
berupa adanya hubungan yang bersifat linear 
antar variable bebas dalam model regresi. 
Metode yang dilakukan adalah metode VIF 
(Varian Inflation Factor) dengan kriteria yang 
mensyaratkan nilai VIF harus kurang dari 10, 
yang berarti tidak terjadinya gejala 
multikolinerait. 
Hasil uji multikolinerait dengan metode 
VIF pada penelitian ini tersaji dalam tabel 5 
dibawah ini: 
Tabel 5: Hasil Uji Multikolinearitas dengan 
Metode VIF 
Model 
Collinearity Statistics 
Tolerance VIF 
1 Sunset Policy ,622 1,608 
Tax Amnesty ,613 1,632 
Good Governance ,697 1,434 
a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak 
Sumber: Data Primer Diolah (2017) 
Berdasarkan Tabel 5 dapat diketahui 
bahwa ketiga variabel memiliki nilai Varian 
Inflation Factor yang masing-masing adalah 
variabel sunset policy sebesar 1,608, variabel 
tax amnesty sebesar 1,632 dan variabel good 
governance sebesar 1,434. Ketiga variabel 
memiliki nilai (VIF<10), artinya tidak terjadi 
gejala multikolinearitas dalam model regresi.  
 
Uji Heteroskedastisitas 
Uji heteroskesdastisitas bertujuan untuk 
mendeteksi apakah terdapat gejala 
ketidaksamaan varian residual seluruh 
pengamatan pada model regresi. Pengujian ini 
dilakukan dengan metode Glejser, dimana hasil 
uji ini terdapat pada tabel 6 berikut:  
Tabel 6: Hasil Uji Heterokesdastisitas (Uji Glejser) 
Coefficientsa 
Model Unstandardized Coefficients 
Standardized 
Coefficient T Sig. 
B Std. Error Beta 
1 (Constant) 1,818 1,796  1,012 ,314 
Sunset Policy -,136 ,108 -,152 -1,257 ,211 
Tax Amnesty ,197 ,099 ,240 1,977 ,051 
Good Governance -,035 ,040 -,100 -,873 ,384 
a. Dependent Variable: ABS_RES 
Sumber: Data Primer Diolah 2017  
Berdasarkan Tabel 6 di atas, dapat 
dinyatakan bahwa tidak terjadi masalah 
heteroskedastisitas dalam model regresi 
karena ketiga variabel bebas memiliki nilai 
signifikansi diatas 0,05. 
 
Uji Linearitas 
Uji Linieritas bertujuan untuk mengetahui 
apakah secara signifikan terdapat hubungan 
linear antara dua buah variabel.  Berikut hasil 
uji linearitas pada Tabel 7: 
Tabel 7: Hasil Uji Linearitas 
6   A.Lasmana, D.A. Wiryanti                                     Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Wajib Pajak Pada 
 
Variabel 
Independen 
Nilai Significancy of 
Linearity 
Sunset Policy 0,000 
Tax Amnesty 0,000 
Good Governance 0,000 
Sumber: Data Primer Diolah (2017) 
Berdasarkan Tabel 7 ketiga variabel 
bebas secara individual memiliki nilai 
signifikansi lineraitas (sig. of linearity) sebesar 
0,000 dengan variable terikat kepatuhan wajib 
pajak mempunyai nilai signifikansi lineraitas 
(sig. of linearity) sebesar 0,00. Dengan 
demikian karena nilai sig. of linearity lebih 
kecil dari 0,05 (sig. of linearity < 0,05) maka 
dapat disimpulkan seluruh variabel bebas 
(sunset policy, tax amnesty dan good 
governance) memiliki hubungan  linear 
terhadap variabel terikat. 
 
Analisis Regresi Linier Berganda 
Analisis ini dilakukan untuk mengetahui 
arah hubungan antara variabel independen 
dengan variabel dependen (positif atau 
negative) dan untuk memprediksi nilai dari 
variabel dependen apabila nilai variabel 
independen mengalami kenaikan atau 
penurunan yang disusun berdasarkan output 
SPSS. Adapun persamaan regresi linier 
berganda dalam penelitian ini adalah sebagai 
berikut. 
Y = 13,224 + 0,261 X1 + 0,124 X2 + 0,435 X3 
Dimana: 
Y = Kepatuhan WP 
X1 = Sunset Policy 
X2 = Tax Amnesty 
X3 = Good Governance 
Interprestasi persamaan di atas dapat 
diuraikan sebagai berikut: 
a. Konstanta sebesar 13,224 artinya jika 
sunset policy, tax amnesty, dan good 
governance bernilai 0 (nol) dan tidak 
mengalami perubahan, maka angka 
kepatuhan wajib pajak bernilai 13,224 
tingkat. 
b. Koefisien regresi variabel sunset policy 
sebesar 0,261 artinya apabila variabel 
independen lainnya bernilai konstan dan 
variabel sunset policy (X1) mengalami 
kenaikan berjumlah satu satuan, maka 
besarnya nilai dari kepatuhan wajib pajak 
(Y) akan meningkat pula sebesar 0,261 
tingkat. Koefisien bernilai positif 
mengindikasikan adanya hubungan yang 
searah antara sunset policy dengan 
kepatuhan WP. 
c. Koefisien regresi variabel tax amnesty 
sebesar 0,124 artinya jika variabel 
independen lainnya bernilai konstan dan 
variabel tax amnesty (X2) mengalami 
kenaikan sebesar satu satuan, maka nilai 
kepatuhan wajib pajak (Y) akan 
mengalami kenaikan sebesar 0,124 
tingkat. Terjadinya hubungan searah 
antara variabel tax amnesty dan 
kepatuhan wp ditunjukkan dengan nilai 
koefisien yang bernilai positif. 
d. Koefisien regresi variabel good 
governance sebesar 0,435 artinya jika 
variabel independen lainnya bernilai 
konstan dan variabel good governance 
(X3) mengalami kenaikan sebesar satu 
satuan, maka kepatuhan wajib pajak (Y) 
akan mengalami kenaikan sebesar 0,435 
tingkat. Koefisien bernilai positif 
menunjukkan terjadi hubungan yang 
searah antara variabel good governance 
dengan kepatuhan wp. 
Koefisien Korelasi 
Secara teknis, analisa ini menunjukkan 
sebesar apa hubungan antara variabel 
independen secara serentak terhadap variabel 
dependen dengan  nilai R pada tabel 8 berikut. 
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Tabel 8: Hasil Analisis Korelasi Berganda 
Model Summaryb 
Model R R Square Adjusted R Square 
Std. Error of the 
Estimate 
1 ,727a ,528 ,515 2,72608 
a. Predictors: (Constant), X3, X1, X2 
b. Dependent Variable: Y 
Sumber: Data Primer Diolah (2017) 
 
Berdasarkan tabel 8 diperoleh angka R 
sebesar 0,727 yang berarti menujukkan 
tingkat hubungan yang “kuat” antara variabel 
X (independen) dengan variabel Y (dependen). 
 
Koefisien Determinasi  
Koefisien ini menunjukan seberapa 
besar prosentase variasi variabel independen 
yang digunakan dalam model mampu 
menjelaskan variasi variabel dependen dengan 
melihat nilai R square.  
Berdasarkan tabel 8 di atas angka R 
square bernilai 0,528 berarti 52,8% variasi 
dari kepatuhan WP dapat dijelaskan oleh 
variasi dari ketiga variabel independen, 
sedangkan sisanya (100% - 52,8% = 47,2%) 
dijelaskan oleh sebab-sebab lain atau 
dijelaskan oleh variabel lain yang tidak 
dimasukkan dalam model penelitian ini. 
 
Pengujian Hipotesis 
Uji F  
Uji F digunakan untuk mengetahui 
pengaruh variabel independen (sunset policy, 
tax amnesty, dan good governance) secara 
simultan terhadap variabel dependen 
(kepatuhan wajib pajak). Hasil output analisa 
regresi menunjukkan bahwa nilai F seperti 
pada tabel 9 di bawah ini.
Tabel 9: Hasil Uji F (Uji Simultan) 
Sumber: Data Primer Diolah (2017) 
 
Dari output uji ANOVA terlihat Fhitung 
sebesar 39,573 > Ftabel sebesar 2,690303 
dengan probabilitas signifikan sebesar 0,000 
dapat ditarik kesimpulan bahwa terdapat 
pengaruh secara signifikan antara sunset 
policy, tax amnesty, dan good governance 
secara simultan terhadap kepatuhan WP, atau 
dapat dikatakan bahwa Ha diterima dan H0 
ditolak. 
 
Uji t (Parsial) 
Uji ini digunakan untuk menguji apakah 
variabel independen (sunset policy, tax 
amnesty, dan good governance) secara parsial 
berpengaruh signifikan terhadap variabel 
dependen (kepatuhan wajib pajak) dengan 
membandingkan besarnya nilai rtabel terhadap 
nilai rhitung dari masing-masing variabel.  
Nilai rtabel diperoleh dengan 
menggunakan tingkat keyakinan 95% (a=5%) 
serta derajat kebebasan (df) n–k–1 atau  110-
3-1= 106 (n adalah jumlah responden dan k 
adalah jumlah variabel independen) sehingga 
hasil diperoleh untuk ttabel sebesar 1,982597. 
Hasil analisis regresi ditunjukan dalam Tabel 
10 berikut: 
 
 
 
Model Regression 
Sum of 
Squares 
df Mean Square F Sig. 
1 
 882,257 3 294,086 39,573 ,000b 
Residual 787,743 106 7,432 
  
Total 1670,000 109       
a. Dependent Variable: kepatuhan wajib pajak 
b. Predictors: (Constant), Sunset Policy, Tax Amnesty, Good Governance 
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Tabel 10: Hasil Uji t (Uji Parsial) 
Coefficientsa 
Model 
Unstandardized 
Coefficients 
Standardized 
Coefficients 
T Sig. B Std.   Error Beta 
1 (Constant) 13,224 2,590   5,106 ,000 
Sunset Policy ,261 ,156 ,142 1,676 ,097 
Tax Amnesty ,124 ,143 ,074 ,865 ,389 
Good Governance ,435 ,058 ,604 7,557 ,000 
a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak 
Sumber : Data Primer Diolah (2017) 
 
Varibel Sunset Policy 
Berdasarkan hasil pengujian ANOVA, 
variabel sunset policy memiliki nilai thitung 
sebesar 1,676 < ttabel sebesar 1,982597 dengan 
probabilitas signifikan senilai 0,097. Dapat 
disimpulkan bahwa sunset policy tidak 
berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. 
Temuan ini sejalan dengan penelitian 
yang dilakukan oleh Permatasari (2016) 
dengan hasil penelitian yang menyatakan 
bahwa sunset policy jilid II tidak berpengaruh 
pada kepatuhan wajib pajak. Hal tersebut 
diakibatkan oleh minimnya pengetahuan wajib 
pajak mengenai perpajakan serta kurang 
maksimalnya intensitas serta kualitas dari 
sosialisasi kebijakan sehingga jumlah peserta 
yang mengikuti kebijakan sunset policy ini 
masih sangat minim. 
 
Variabel Tax Amnesty 
Menurut output SPSS yang tertera pada 
tabel 10, variabel tax amnesty  memiliki thitung 
sebesar 0,865 < ttabel sebesar 1,982597 dengan 
probabilitas signifikan sebesar 0,389. Maka, 
variabel tax amnesty tidak berpengaruh 
terhadap kepatuhan wajib pajak.  
Hal ini tidak sesuai dengan penelitian dari 
Ngadiman & Huslin (2015) dimana hasil 
penelitian menyatakan bahwa tax amnesty 
berpengaruh positif terhadap tingkat 
kepatuhan wajib pajak. Hal ini disebabkan oleh 
minimnya frekuensi sosialisasi yang dilakukan 
pihak Kantor Pelayanan Pajak mengenai 
kebijakan tax amnesty. 
 
Varibel Good Governance 
Berdasarkan hasil uji ANOVA pada tabel 
10, variabel good governance memiliki thitung 
sebesar 7,557 > ttabel sebesar 1,982597 dengan 
probabilitas signifikan sebesar 0,000. 
Kesimpulannya bahwa good governance 
berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib 
pajak. 
Temuan ini sejalan dengan hasil 
penelitian dari Gunadi (2013) yakni adanya 
pengaruh penerapan good governance dalam 
pelayanan pajak terhadap kepatuhan WP. Hal 
ini sesuai dengan persepsi dari wajib pajak 
selaku responden bahwa semakin baik 
pelayanan pajak dari pihak kantor pelayanan 
pajak, membuat wajib pajak semakin nyaman 
untuk bertransaksi serta memenuhi kewajiban 
perpajakannya sehingga akan meningkatkan 
kepatuhan dari wajib pajak itu sendiri. 
 
KESIMPULAN 
1. Sunset policy, tax amnesty, dan good 
governance secara simultan berpengaruh 
terhadap kepatuhan wajib pajak yang 
terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak 
Pratama Majalaya. Artinya, semakin efektif 
kedua kebijakan tersebut (sunset policy 
dan tax amnesty) yang didukung dengan 
semakin baiknya penerapan good 
governance dalam pelayanan pajak maka 
semakin tinggi pula tingkat kepatuhan 
wajib pajak.  
2. Secara parsial variabel sunset policy tidak 
berpengaruh terhadap kepatuhan wajib 
pajak yang terdaftar di Kantor Pelayanan 
Pajak Pratama Majalaya. 
3. Secara parsial variabel tax amnesty tidak 
berpengaruh terhadap kepatuhan wajib 
pajak yang terdaftar di Kantor Pelayanan 
Pajak Pratama Majalaya. 
4. Secara parsial variabel good governance 
berpengaruh positif dan signifikan 
terhadap kepatuhan wajib pajak yang 
terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak 
Pratama Majalaya. Berpengaruhnya good 
governance berarti semakin baik 
penerapan good governance dalam 
pelayanan pajak dari pihak kantor 
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pelayanan pajak dapat memicu 
meningkatnya kepatuhan wajib pajak. 
Adapun bentuk good governance dalam 
pelayanan pajak itu sendiri terdiri dari 
akuntabilitas, efisiensi dan efektivitas, 
responsivitas, keadilan, partisipasi, dan 
transparansi. 
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